GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI BALI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan
dalam satu kesatuan untuk meningkatkan ketahanan
pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan
au_mber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing;

bahwa untuk memberikan daya ungkit dan dorongan
kuat yang efektif dan efisien di bidang pangan dan gizi,
dilaksanakan koordinasi lintas sektor pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan para
pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan,
program, dan kegiatan;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4)

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Rencana
Aksi Daerah Pangan dan Gizi ditetapkan oleh Gubernur;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ periu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi
Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bali 2016-2018;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Tingkat |  Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);



Menetapkan

undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4424);

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomot
1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD)
Provinsi Bali Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PANGAN DAN GIiZI PROVINSI BALIL



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota  adalah  Pemerin tah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

4. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya
disebut RAD-PG adalah Rencana Aksi tingkat Provinsi
bedsipmpamoemkeghmndiudnngpnngandnngixi
guna mewujudkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing.

BAB I
RAD-PG

Pasal 2

RAD-PG merupakan dokumen pembangunan sebagai
pedoman dalam upaya pencapaian target pangan dan gizi
dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah
dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta
kegiatan.

Pasal 3
(I)RAD-PO.ebagaimnnadimnksuddahmPaul2mdipuu:
& BAB 1 : Pendahuluan;
b BAB 11 : Pangan dan Gizi sebagai Intervensi
Pembangunan
¢ BAB Il : Rencana Aksi Multi Sektor
d BAB IV : Kerangka Pelaksanaan
¢ BAB V : Pemantauan dan Evaluasi
f BAB VI : Penutup

(2) RAD-PG ~ sebagaimana dimaksud pada ayat 1
sebagaimana  tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 4

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana
keria/acuan bagi para pemangku kepentingan serta



BAB Il
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan RAD-PG.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-
PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provins: Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Februari 2018

GUBERNUR BALIL,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALL,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 6









